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Menunggu Kepala Daerah
(Serius) Urus Pendidikan

INDRA JAYA NAUMAN

SETIAP Mei dilaksanakan peringatan Hari
Pendidikan Nasional. Namun, topik
yang hangat saat ini adalah aroma
.| pilkada, meskipun pilkadanya No-
" | vember mendatang. Mulai pemilihan
r gubernur, sampai pemilihan bupati
[ | dan walikota. Termasuk di Sumatera
Barat: pilgub dan 19 pilbub dan

pilwako.
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TIDAK TERBIT

Rabu 1 Mei 2024 adalah libur nasional Hari Buruh, Harian
Singgalang tidak terbit. Demikian untuk dimaklumi.
(Pemimpin Umum)

+Bea Cukai bukan keranjang sampah
- Karanjang sampah agak ketek dari itu ndak Pak...

+ Ada dugaan OPD potong dana pokir anggota DPRD
Sumbar
- Ah, itu kan dugaan se ndak Pak...

SANGAT MEMPRIHATINKAN

h | ;
Kondisi bangunan Pasar Bertingkat, bekas Padang Teater di Pasar Raya Padang sangat memprihatinkan. Selain mengganggu
pemandangan, bagian atap bangunan yang sudah lapuk, bisa mengancam keselamatan pengunjung. (sawir Pribadi)

STAFSUS SRI MULYANI SEBUT

Bea Cukai Bukan
Keranjang Sampah

JAKARTA - SINGGALANG

Staf Khusus (Stafsus) Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
Bidang Komunikasi Strategis
Yustinus Prastowo menyatakan
Bea Cukai bukan keranjang
sampah yang bisa selalu
disalahkan. Hal ini merespons
berbagai kasus viral di media
sosial tentang masalah barang
kiriman dari luar negeri yang
tertahan.

YUSTINUS PRASTOWO

Ada Dugaan OPD Potong
Dana Pokir Anggota DPRD Sumbar

Padang, Singgalang
Ada dugaan pemoto-
ngan anggaran pokok pi-
kiran (Pokir) anggota DPRD
Sumbar oleh Dinas Perke-

bunan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Sumbar.
Jumlahnya mencapai 25
hingga 30 persen. Hal ini
dinilai sebagai penyalah-

gunaan anggaran dan men
cederai kebutuhan ma-
syarakat.

Kinerja Dinas Perta-
nian, Pangan dan Holtiku-
lutra Sumbar pun diper-
tanyakan. Gubernur di-
minta mengevaluasi kiner-
ja kepala dinas bersang
kutan.

Masalah ini menga-
pung pasca Anggota DPRD
Sumbar, Afrizal menginte-
rupsi rapat paripurna
DPRD, Senin (29/4) di
gedung DPRD setempat.

Bersambung ke A-7

"Kalau saya meminjam (perka-
taan) yang mulia hakim MK Pak
Saldi Isra waktu sidang MK, MK
itu bukan keranjang sampah.
Saya juga ingin mengatakan Bea
Cukai itu juga bukan keranjang
sampah, yang seolah semua hal
masalah bisa ditimpakan ke Bea
Cukai begitu saja," kata Prastowo
di DHL Express Distribution Cen-
ter-JDC, Tangerang, Senin (29/4).

Prastowo menyebut banyak
pihak yang terlibat dalam hal
proses barang kiriman dari luar

Bersambung ke A-7

Arab Saudi Bilang Dunia
Telah Mengecewakan Gaza

RIYADH - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab
Saudi, Pangeran Faisal
bin Farhan, menyebut
masyarakat internasional
telah mengecewakan Gaza.
Pangeran Faisal juga me-
nyerukan kembali pemben
tukan negara Palestina
saat berbicara dalam forum
ekonomi global di Riyadh.
"Situasi di Gaza jelas
merupakan bencana da-
lam segala hal -- bersifat
kemanusiaan, tapi juga merupakan kegagalan to-
tal dari sistem politik yang ada untuk mengatasi
krisis tersebut," ujar Pangeran Faisal saat
Bersambung ke A-7

Faisal bin Farhan

PAKAI DUIT KEMENTAN

INDONESIA U-23 VS UZBEKISTAN U-23

SYL Bayar 'Biduan' Rp 50 Juta-100Juta Garuda Muda Gagal ke Final

JAKARTA - Jaksa Komisi Pem-

'..f._"l‘

pemerasan, dengan terdakwa
mantan Menteri Pertanian
(Mentan) Syahrul Yasin Limpo
(SYL). Arief mengatakan SYL
membayar 'biduan’ menggu-
nakan anggaran Kementan
yang angkanya mencapai Rp
50 juta -100 juta.

Mulanya, jaksa menanyakan
pengeluaran Kementan yang
diatasnamakan 'entertain-
ment'. Dalam persidangan
yang digelar di PN Tipikor
Jakarta, Senin (29/4), Arief

ga Kementerlan Pertanian (Ke-
mentan), Arief Sopian, sebagai
saksi dalam sidang lanjutan
kasus dugaan gratifikasi dan

berantasan Korupsi (KPK)
menghadirkan mantan koor-
dinator substansi rumah tang

BrofyHyGanefiimPh*D

Ht. Junjungan Han Bagadmg

mengatakan uang entertain-
ment itu merupakan pengelua-
ran untuk penyanyi atau 'bi-

Bersambung ke A-7

PADANG - Skuad Indonesia
akhirnya menyerah atas Uz-
bekistan. Meski demikian,
peluang lolos ke Olimpiade
Paris 2024 masih terbuka.

Langkah pasukan Garuda
Muda melangkah ke partai
pamungkas Piala Asia U-23
akhirnya kandas. Walaupun
Indonesia menciptakan gol
pembuka dalam laga itu, na-
mun wasit VAR membatalkan
gol Muhammad Ferari yang
menganggap Ramadhan Sa-
nanta sudah dalam posisi off-
side.

Bersambung ke A-7
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SIDANG SENGKETA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF DI MK

Irman Gusman Minta Pileg DPD di Sumbar Diulang

JAKARTA - Irman Gusman mengajukan gugatan
sengketa Pileg 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Irman meminta Pemilu untuk Anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau DPD di Suma tera Barat
(Sumbar) diulang karena dirinya dicoret dari daftar
caleg tetap (DCT) oleh KPU.

Hal tersebut disampaikan oleh Heru Widodo
selaku kuasa hukum Irman dalam sidang sengketa
Pileg Nomor perkara 03-03/PHPU. DPD-XX1/2024
di Mahkamah Konstitusi, Senin (29/4). Heru
menjelaskan Irman awalnya telah dimasukkan ke
Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU dengan
nomor urut 7.

"Pemohon telah mengikuti prosedur dengan
dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan dalam
DCS anggota DPD Dapil Sumbar dalam keputusan
1042. Termohon mengubah pendiri annya
menetapkan pemohon tidak memenuhi syarat
dengan alasan adanya laporan masyara kat namun
penetapan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan
pasal 263 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan pasal
180 PKPU nomor 10 tahun 2022," kata Heru.

Heru mengatakan mantan Ketua DPD Rl itu telah
menempuh upaya sengketa proses Pemilu di
Bawaslu dan PTUN Jakarta. Dia mengatakan PTUN
mengabulkan permohonan Irman, namun tidak
dilaksanakan oleh KPU selaku termohon.

Heru mengatakan pemohon juga telah membuat

pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) terkait hal itu. Heru menilai KPU telah
menghalang-halangi hak konstitusional kliennya.

"Karena termohon tidak melaksanakan putusan
PTUN, maka meskipun sudah terbit perintah
eksekusi dari ketua pengadilan, pemohon membuat
pengaduan dan DKPP telah menjatuhkan putusan
dengan putusan nomor 16 tanggal 20 Maret 2024
yang menetapkan termohon terbukti melakukan
pelanggaran kode etik dengan sanksi pelanggaran
berat karena tidak melaksanakan putusan PTUN
Jakarta untuk memasukkan nama pemohon ke
dalam daftar calon tetap anggota DPD umbar,"
ujarnya.

"Termohon terbukti telah sengaja menentang
perintah putusan badan peradilan untuk tujuan
menghalang-halangi hak konstitusional pemo hon
untuk dipilih," lanjutnya dikutip detikcom.

Berikut petitum Irman Gusman:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan
keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan
KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan
Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024 yang
diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024,
pukul 22.19 WIB, dalam Diktum KETIGA tentang
Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon
Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Berita
Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dari setiap
Provinsi pada 38 (tiga pulu delapan) Provinsi dalam
Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan
Suara Sah dan Peringkat:

3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan
KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon
Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran I1
Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang
DCT Anggota DPD Dalam Pemilu 2024, MODEL
DCT.DPD DCT Anggota DPD, Dapil Provinsi Sumbar,
tanggal 3 November 2023

4. Memerintahkan Termohon untuk menetap kan
Pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dalam
Pemilu 2024, pada DCT Anggota DPD Dapil Provinsi

Arab Saudi Bilang ...

berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF),
seperti dilansir The New Arab dan AFP, Senin
(29/4).

Pertemuan khusus WEF itu digelar di Riyadh
sejak Senin (29/4) waktu setempat, dengan isu
perang Hamas dan Israel di Jalur Gaza turut
menjadi pembahasan.

Dalam pernyataannya, Pangeran Faisal
menegaskan bahwa hanya "jalan yang kredibel
dan tidak bisa diubah menuju negara Palestina”
yang akan mencegah dunia menghadapi "situasi
yang sama dalam dua tahun, tiga tahun, empat
tahun ke depan”.

Perang yang berkecamuk di Jalur Gaza telah
meningkatkan ketegangan regional. Menurut
laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza, lebih

dari 34.000 orang, sebagian besar perempuan
dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan
Israel di Jalur Gaza untuk membalas serangan
Hamas pada Oktober tahun lalu.

Serangan Hamas terhadap Israel tahun lalu
dilaporkan menewaskan sekitar 1.200 orang,
kebanyakan warga sipil, dan membuat lebih
dari 250 orang lainnya disandera di Jalur Gaza.
Hamas menyebut serangannya itu menjadi
pembalasan atas pendudukan dan agresi Israel
selama puluhan tahun terhadap Palestina.

Upaya mewujudkan gencatan senjata di Jalur
Gaza terus dilakukan, dengan Menlu Amerika
Serikat (AS) Antony Blinken, para pemimpin
Palestina dan pejabat tinggi dari berbagai negara
yang berusaha menjadi perantara antara Hamas
dan Israel turut hadir dalam forum ekonomi
global di Riyadh. (*)

Bea Cukai ...

negeri, bukan hanya Bea Cukai. Menurutnya,
banyaknya kasus viral ini terjadi karena
ketidaktahuan publik yang perlu terus
diedukasi.

"Kami paham, ini semata-mata karena
ketidaktahuan publik yang perlu terus kita
edukasi," tutur Prastowo dikutip detikcom.

Prastowo menyebut tidak semua barang
kiriman yang sampai di perusahaan jasa titipan
(PJT) dibongkar untuk diperiksa isinya. Bea
Cukai disebut sangat selektif untuk melihat fisik
barang. Kalaupun ada yang dibongkar, itu hanya
barang yang dicurigai saja dan dilakukan oleh PJT.

"Sebagian besar itu tidak perlu dilihat

fisiknya, kita hanya melihat dokumen dan dasar
dokumen itu lah yang kita proses dan selama
ini urusan ada di PJT," ucapnya.

Prastowo menekankan bahwa denda
fantastis yang diberikan hingga 1.000% agar
tidak ada importir nakal yang memanipulasi
harga beli dengan tujuan membuat bea masuk
yang dikenakan rendah.

Menurutnya, langkah ini juga dilakukan untuk
menghargai dan menghormati mereka yang
patuh dengan aturan kepabeanan yang ada.

"Maka demi apresiasi yang patuh, yang
belum patuh itu diberi denda. Supaya nanti bisa
ikutan patuh. Nah teman-teman bantu edukasi
ke publik 'oh sudah tahu saya caranya seperti
itu prosedurnya’, besok bisa kita ikuti dengan

baik. Itu yang perlu dijelaskan " katanya (%)

Garuda Muda ...

Usai itu, mental pemain Indonesia mulai
down. Alhasil, Uzbekistan pun sukses mencetak
gol pembuka melalui Jalalinov. Sontekan
penyerang Uzbekistan di depan gawang Ernan
do Ari tak bisa diselamatkannya.

Di babak ke dua, kubu Garuda Muda, harus
bermain dengan 10 pemain di menit 84. Il-
capitano, Rizky Ridho harus mandi lebih cepat
disebabkan menghadang laju kapten Uzbekis
tan. Bola mati itu menghasilkan gol kedua bagi
Uzbekistan. Arhan Pratama melakukan gol
bunuh diri, 0-2 untuk Uzbekistan.

J o F
Tertinggal 2 gol, anak asuh Shin Tae-yong
tidak patah semangat. Beberapa peluang
diciptakan namun terpatahkan di lini belakang
Serigala Putih -julukan Uzbekistan.

Hingga 90 menit laga dan ditambah 15 menit
tambahan waktu papan skor 0-2 untuk Uzbekis
tan tidak berubah. Indonesia masih punya
potensi untuk lolos Olimpiade Paris 2024.
Potensi itu harus bisa direbut saat perebutan
tempat ketiga nantinya. Calon lawan Garuda
Muda adalah antara Irak dan Jepang.

Kalau pun kalah, maka masih ada satu
kesempatan lagi yakni bertarung dengan Guinea
U-23 di babak play off. (102)

AdaDugaan...

Dalam rapat paripurna tersebut, Afrizal
mengatakan, dia mendapat kabar pasti tentang
adanya pemotongan anggaran pokir dewan yang
berada di Dinas Pertanian, Pangan dan Holti
kultura Sumbar tersebut.

"Pemotongannya mencapai 25 hingga 30
persen. Ini sudah aksi penyalahgunaan angga-
ran. Jika dipotong sebesar itu, berapa lagi yang
akan sampai pada masyarakat?" tegas Afrizal
dalam interupsi tersebut.

Menurut Afrizal, biaya pemotongan itu terjadi
dengan alasan ada biaya-biaya operasional
antar antara Banggar dengan TAPD. Bahkan ada
juga yang dikatakan untuk biaya security dan
cleaning servis.

Afrizal menegaskan, jika untuk biaya ini,
tentu saja sudah menyalahi aturan karena biaya
security dan cleaning servis sudah ada dan
dianggarkan untuk setiap organisasi perangkat
daerah (OPD). "Itu informasi yang kami terima
dari berbagai sumber yang layak untuk
dipercaya," ujarnya.

Afrizal mengatakan, tentu anggota dewan
tidak ingin anggaran yang sebanyak-banyaknya
untuk masyarakat dipotong untuk kegiatan in-
ternal dinas itu sendiri.

"Apalagi biaya tambahan penghasilan
pegawai (TPP) sudah diberikan sangat
maksimal untuk ASN. Untuk apa kita berikan
TPP kalau masih ada juga belanja-belanja untuk
masyara kat yang dipotong melalui anggaran
pokir anggota DPRD?" paparnya.

Afrizal juga mengatakan, tidak ada satu pun
aturan atau regulasi yang mengatur tentang
diperbolehkannya anggaran pokir anggota DPRD
dipotong.

"Anggaran tersebut untuk masyarakat yang
akan disalurkan melalui berbagai program dan
kegiatan yang disampaikan masyarakat ke
anggota dewan. Lalu semuanya diwujudkan
dalam anggaran pokir. Jadi jangan dana untuk
masyarakat itu dipotong untuk keperluan ASN
dan dinas. Aturannya tidak ada. Ini menyalahi,"
kata Afrizal.

Ia menjelaskan, biaya cleaning service dan
security itu sudah merupakan anggaran tetap
yang didapat OPD. Ini sama jenisnya dengan
biaya, air, listrik dan telepon.

Afrizal mengatakan, kepala dinas ini perlu
dievaluasi. Hal ini juga dikarenakan hingga
bulan ini belum satupun program terlaksana.

"Ini sudah mau masuk Mei, program baru 7
persen. Seharusnya triwulan pertama itu kan
sudah 30 persen," ujarnya.

Afrizal menegaskan, dirinya sengaja mem
buka hal tersebut di rapat paripurna. Ini
merupakan tanggung jawab sebagai wakil
rakyat. la juga menyoroti kinerja dinas tersebut
yang capaian realisasinya masih rendah.

Pasca mendengar itu, Ketua DPRD Sumbar
Supardi yang memimpin rapat paripurna
mengatakan akan segera menindaklanjiti hal
tersebut dalam rapat. "Kita agendakan rapat
di badan musyawarah untuk membahas tentang
masalah apa yang disampaikan oleh Pak Afrizal
tadi," ujar Supardi. (401)

Sumbar berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor
600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. tanggal 19 Desember
2023;

5. Memerintahkan Termohon untuk menyeleng
garakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di SELURUH
TPS se-Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu
Anggota DPD Dapil Sumatera Barat dengan diikuti

oleh 16 (enam belas) Calon Anggota DPD

6. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk
melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan
amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI
beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan
proses pemungutan suara ulang tersebut sesai
dengan kewenangannya;

8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional In-
donesia beserta jajarannya, untuk membantu
pengamanan proses pemungutan suara ulang
tersebut sesuai dengan kewenangannya. (*)

SYL Bayar ‘Biduan’ ...

duan' yang diundang dalam acara yang
digelar SYL.

"Saksi di sini menyebut ada pengeluaran juga
untuk entertain, ya?" tanya jaksa.

"Ya termasuk yang tadi, Pak," jawab Arief.

"Makanya saya tanyakan, ini karena saksi
menyebutnya beberapa kali. Sekitar Rp 50
sampai Rp 100 juta, sekali mentransfer untuk
entertain. Ini maksudnya entertain bagaimana
sih?" tanya jaksa.

"Kadang kan ketika ada acara terus panggil
penyanyi, gitu ya. Ada biduan lah, nah itulah
yang kita harus bayarkan, gitu, Pak," jawab
Arief dikutip detikcom.

"Membayar penyanyi-penyanyi itu yang
didatangkan?" tanya jaksa.

"lya betul," jawab Arief.

Jaksa menyebutkan nama salah satu
penyanyi bernama Nayunda. Arief
membenarkan ada pembayaran dari Kementan
untuk Nayunda tersebut.

"Kalau khusus yang tadi ke Nayunda tadi itu.
Kalau saya cek, ternyata Nayunda ternyata ris-
ing star idol. Itu berapa kali ke yang ke
Nayunda?" tanta jaksa.

"Satu kali saja," jawab Arief.

Arief mengatakan pembayaran untuk
Nayunda ditransfer ke rekening seseorang
bernama Rezky. Namun dia mengaku tak
mengenal Rezky.

"Lalu bagaimana saksi waktu itu Pak Kasdi
minta saksi transfer, tapi kemudian bicaranya
dengan Rezky waktu itu gimana?" tanya jaksa.

"Kita nanya 'ini transfernya ke mana?' Pak
Kasdi kan menyuruh-nyuruh saya untuk trans-
fer. Cuman kan saya mau transfer ke mana, ke
rekening siapa. Makanya coba hubungan
Rezky," jawab Arief.

"Apakah Rezky yang undang?" tanya jaksa.

"Saya nggak tahu lah, Pak," jawab Arief.

Belikan Anak SYL Mobil

Arief mengatakan dirinya pernah diminta
mencarikan uang untuk membeli mobil buat
anak SYL.

"Pak Arif kapan mobil Innova itu dibeli?"
tanya hakim anggota Fahzal Hendri.

"Sekitar bulan Maret tahun 2022, Yang

Mulia," jawab Arief.

"Oke. Saudara diperintah untuk mencarikan
uang itu untuk membayar itu?" tanya hakim.

"Iya," jawab Arief.

Arief mengatakan uang itu dikumpulkan dari
Eselon I di Kementan. Namun hanya pejabat di
Inspektorat Jenderal yang tak dimintai uang
untuk pembelian Innova tersebut.

"Siapa eselon I-nya?" tanya hakim.

"Ya eselon I-nya dari Tanaman Pangan ada
dari Perkebunan gitu, Yang Mulia," jawab Arief.

"Dirjen-dirjen barangkali ya?" tanya hakim.

"lya," jawab Arief.

"Berapa eselon I-nya yang mengumpulkan
uang berapa banyak? Semua eselon I ?" tanya
hakim.

"Tidak Yang Mulia, eselon I yang tidak pernah
dibobolkan Inspektorat Jenderal," jawab Arief.

"Inspektorat nggak kena itu?" tanya hakim.

"Tidak," jawab Arief.

Arief mengatakan Innova itu diantar ke
rumah anak SYL, Indira Chunda Thita, di
kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dia
mengatakan saat mengantar mobil itu hanya
bertemu sopir Thita.

"Itu Innova untuk siapa tadi?" tanya hakim.

"Untuk dikirim ke rumah anaknya," jawab
Arief.

"Di mana?" tanya hakim.

"Di Limo rumah Limo di Jakarta Selatan di
Lebak Bulus," jawab Arief.

"Anaknya yang mana?" tanya hakim.

"Anaknya yang perempuan,” jawab Arief.

"Siapa namanya?" tanya hakim.

"Kalau nggak salah Thita ya," jawab Arief.

Arief mengatakan Innova itu dibayar lunas.
Dia mengatakan harga Innova itu mencapai Rp
500 juta.

"Lunas Pak," jawab Arief.

"Innova berapa sih harganya?" tanya hakim.

"Rp 500 an (juta) saat itu Rp 500 an (juta),
Yang Mulia," jawab Arief.

Sebagai informasi, SYL didakwa menerima
melakukan pemerasan dan menerima
gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar. Dia
didakwa bersama dua eks anak buahnya, yakni
Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur
Kementan nonaktif M Hatta. Kasdi dan Hatta
diadili dalam berkas perkara terpisah. (*)

Menunggu Kepala ...

Mengkaitkan topik pendidikan dengan
pilkada, saya melihat ke depan Sumbar memer
lukan kepala daerah (gubernur, bupati, dan
walikota) yang mumpuni, yang memahami dan
punya politcal will membangun sektor pendi-
dikan dengan alasan:

Pertama, dari dulu sumberdaya pembangunan
yang diandalkan di Sumbar adalah sumber daya
manusianya (banyak tokoh nasional di masa
lalu berasal dari Sumbar), karena sumber daya
alam yang dimiliki sangat terbatas. Sumbar
tidak memiliki pabrik (industri) yang banyak.
Kalau toh ada peluang, mungkin di sektor
pariwisata dan UMKM. Membangun sumber
daya manusia itu adalah membangun sektor
pendidikan.

Kedua, dekade terakhir, pembangunan sektor
pendidikan di Sumbar tidak mengalami
peningkatan berarti, malah cendrung stagnan.
Ini disebabkan antara lain adalah rendahnya
pemahaman dan political will, (kemauan,
perhatian) para kepala daerah (gubernur,
bupati, dan walikota) terhadap sektor pendi
dikan. Beberapa indikatornya:

1.Pada dekade terakhir, nyaris tidak ada
penambahan Unit Sekolah Baru (USB) SMP,
SMA, dan SMK milik pemerintah, sekolah negeri.
Sementara, Jumlah sekolah negeri yang ada
masih belum mampu menampung secara
keseluruhan anak usia sekolah. Akibatnya,
setiap tahun ketika Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) selalu terjadi kegaduhan karena
banyak calon peserta didik yang tidak diterima
di sekolah negeri, dan terpaksa masuk ke
sekolah swasta. Hal ini tentu menjadi beban
berat bagi masyarakat, terutama di kalangan
masyarakat kurang mampu. Padahal, sejak
otonomi daerah, prosedur pembangunan,
pendirian USB sudah berada pada kepala
daerah. Pendirian SD dan SMP Negeri sudah
menjadi kewenangan bupati dan walikota.
Sedangkan pendirian SMA, SMK dan SLB Negeri
adalah kewenangan gubernur.

2. Tidak ada inovasi dalam pengelolaan
pendidikan, baik dari sektor anggaran, maupun
kebijakan. Misalnya, porsi anggaran sektor
pendidikan pada APBD Propinsi Sumbar,
mungkin APBD kabupaten dan kota, belum
pernah mendekati angka 20 persen seperti
amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi
Angka Partisipasi Murni (APM) yang dirilis
Badan Pusat Statistik, APM Sumbar cendrung
stagnan tahun 2021- 2023 pada angka 78 persen
untuk SLTP dan 68 persen untuk SLTA. Beberapa
kebijakan kepala daerah cendrung tidak famil-
iar di dunia pendidikan, seperti (1) mengangkat
kepala dinas pendidikan bukan dari pejabat
karir di bidang pendidikan, (2) menganulir
sekolah gratis SMA/SMK yang pernah ada di
Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kab.
Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman. Juga
(3) kasus SMAN Agam Cendekia, yang semula
dikelola bersama pemerintah dengan yayasan.
Tentu masih bisa dicarikan contoh lainnya.

Ukuran prestasi, keberhasilan (menurut saya)
seorang gubernur, bupati, dan walikota adalah
prestasi di sektor pendidikan, yang ditandai
dengan antara lain: (1) jumlah SMP atau SMA/
SMK Negeri yang dia bangun, (2) pertambahan
APK dan APM selama periodenya, (3) persentase

peningkatan porsi anggaran untuk sektor
pendidikan dalam APBD, (4) prestasi yang diraih
pelajar dan PTK Sumbar secara nasional, (5)
jumlah tamatan SMA Sumbar yang diterima di
PT pavorit di Indonesia atau di luar Indonesia.
Keberhasilan di sektor lain, seperti pengenda
lian inflasi, pembangunan jalan tol, pembangu
nan pasar, dan lain-lain juga tetap dibutuhkan.

Karena sumber daya unggulan adalah sumber
daya manusia dan pembangunan sektor pendi
dikan selama ini stagnan, maka ke depan di
Sumbar dibutuhkan kepala daerah: gubernur,
bupati, dan walikota yang mumpuni memba
ngun sektor pendidikan. Kepala daerah yang
mumpuni itu adalah gubernur, bupati, dan
walikota yang memahami persoalan pendidikan
lalu menjadikannya sebagai prioritas utama
dalam APBD dan kebijakan lainnya.

Pembangunan di sektor pendidikan itu
sebenarnya mencakup dua hal, yaitu:

1. Perluasan dan pemerataan kesempatan
belajar. Untuk ini langkahnya adalah mendiri
kan unit sekolah baru (USB). Pendirian USB SD
dan SMP adalah kewenangan bupati atau
walikota. Sedangkan pendirian USB baru SMA,
SMK dan SLB adalah kewenangan gubernur.
Artinya, gubernur, bupati, dan walikota bisa
menggunakan sepenuhnya APBD untuk pemba
ngunan USB, mulai dari pengadaan tanah
sampai pendirian bangunan dan pealatan
pendidikannya. Untuk pendirian USB SMA,
SMK, dan SLB gubernur bisa saja berkolaborasi
dengan bupati dan walikota. Misalnya, bupati
dan walikota menyediakan lahan, gubernur
membangun gedung dan sarana pendidikan
lainnya.

Strategi lain adalah dengan memanfaatkan
dana APBN di Kemdikbudristek yang setiap
tahun selalu ada dana pembangunan USB SMP,
SMA, SMK, dan SLB. Pemerintah daerah harus
menyediakan lahan. (Tentunya dibeli dengan
dana APBD, tidak lagi mengharapkan hibah dari
masyarakat). Semua itu membutuhkan kesung
guhan, political will dan kemampuan
komunikasi antara kepala daerah dengan
pemerintah pusat, up Kemdikbudristek.

2. Peningkatan mutu pendidikan, baik secara
akademik, maupun non-akademik. Hal ini
berkaitan dengan manajemen pendidikan. Tentu
bermula dari pemilihan dan penempatan
personil yang membantu kepala daerah melak-
sanakan misi tersebut. Misalnya, pemilihan
dan penempatan kepala dinas pendidikan dan
jajarannya, pemilihan dan penempatan kepala
sekolah, dst. Manajemen ini harus dilakukan
secara objektif dan transparan sesuai
kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
Berikutnya adalah kebijakan dan penyediaan
anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang
mendorong peningkatan mutu pendidikan.
Misalnya, pengadaan sarana, alat dan media
pembelaja ran, pelatiahan-pelatihan untuk guru
dan peser ta didik, baik untuk kegiatan
akademis maupun kegiatan non-akademis.
(Masih banyak contoh lainnya.)

Sekali lagi, ke depan Sumatera Barat membu
tuhkan kepala daerah, mulai dari gubernur,
bupati dan walikota yang mumpuni (memahami
persoalan dan punya political will) membangun
pendidikan. Baru bisa tabangkik batang
tarandam. (Indra Jaya Nauman; Pemerhati
Pendidikan)
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DALAM RAPAT PARIPURNA

DPRD Sumbar Sampaikan Laporan

Reses dan Tutup Masa Sidang

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar) menggelar rapat
paripurna dengan agenda
Penyampaian Laporan
Reses dan Penutupan masa
sidang Kedua Tahun 2023/
2024 dan Pembukaan masa
sidang Ketiga Tahun 2023/
2024, Senin (29/4) di ruang
sidang utama kantor DPRD
setempat.

Rapat paripurna dipimpin
oleh Ketua DPRD Sumbar Su-
pardi didampingi wakil ketua
Irsyad Safar, Suwirpen Suib
dan Sekretaris Dewan Raflis.
Sementara dari pihak Pemprov
Sumbar dihadiri oleh Sekda
Hansastri.

Dalam sambutannya ketua
DPRD Sumbar Supardi kata-
kan, sesuai dengan ketentuan
Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pe-
merintah Nomor 12 Tahun
2018, masa persidangan me-
liputi masa sidang dan reses,
kecuali pada persidangan ter-
akhir, masa reses ditiadakan.
Artinya pada setiap masa per-
sidangan, disamping melak-
sanakan tugas dan fungsi,
DPRD juga melaksanakan reses

untuk menjemput dan menam-
pung aspirasi dari masyarakat
yang diwakilinya serta menso-
sialisasikan program kerja pe-
merintah daerah ke daerah
pemilihan masing-masing Ang-
gota DPRD.

"Sesuai dengan ketentuan
Pasal 87 ayat (3) tersebut, maka
reses Anggota DPRD pada
masa persidangan Kedua Ta-
hun 2023/2024, merupakan
reses terakhir dari Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Bar-
at masa jabatan Tahun 2019-
2024," kata Supardi.

Sebagai reses terakhir, lan-
jut Supardi, maka kegiatan re-
ses masa persidangan kedua
Tahun 2023/2024, juga meru-
pakan momentum bagi Anggo-
ta DPRD Provinsi Sumatera
Barat untuk berpamitan den-

gan konstituen yang telah me-
milihnya menjadi Anggota
DPRD untuk masa jabatan
tahun 2019-2024

"Dari kun]ungan reses terse-
but, cukup banyak aspirasi
yang disampaikan oleh masya-
rakat terkait dengan kebutuhan
terhadap pembangunan daer-
ah, baik usulan yang baru mau-
pun mengingatkan kem bali
usulan sebelumnya yang belum
ditindak lanjuti dalam Program
pembangunan daerah," ujar
Supardi.

Kemudian tambah Supardi,
aspirasi yang disampaikan oleh
masyarakat tersebut, tentu
merupakan tu%J s dan tang-
gungjawab kita bersama untuk
memperjuangkannya dalam
program pembangunan dae-
rah, baik bagi Anggota DPRD
maupun bagi Pemerintah Dae-

rah Provinsi Sumatera Barat.

"Untuk itu, hasil pelaksana-
an reses pada masa persidan-
gan kedua Tahun 2023/2024
akan kami sampaikan secara
resmi kepada Pemerintah Dae-
rah Provinsi Sumatera Barat
untuk dapat dimasukkan da-
lam program dan kegiatan
pembangunan daerah," tam-
bahnya.

Pada kesempatan itu, Supar-
di juga memaparkan secara
umum rangkuman kinerja
DPRD dalam pelaksanana tu-
gas dan fungsinya selama masa
persidangan kedua tahun
2023/2024

"Dalam pelaksanaan Fungsi
Pembentukan Perda pada masa
persidangan kedua tahun
2023/2024, DPRD bersama
Pemerintah Daerah melanjut-
kan pembahasan terhadap 4

(empat) Ranperda, yaitu Ran-
perda tentang Perhutanan So-
sial, Ranperda tentang RTRW,
Ranperda tentang Pengelolaan
Sampah dan Ranperda tentang
Perubahan Atas Perda Nomor
8 Tahun 2016 tentang Orga-
nisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Ba-
rat," terang Supardi.
Disamping itu, DPRD juga
melakukan pembahasan Ran-
cangan Awal Ranperda RPJPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun
2025-2045. Dari 3 Ranperda
yang dibahas tersebut, 1 Ran-
perda telah dapat ditetapkan
yaitu Ranperda tentang Perhu-
tanan Sosial dan 2 (dua) lagi
masih dilanjutkan pemba-
hasannya pada masa persidan-
gan ketiga Tahun 2023/2024.
Selanjutnya, dalam pelak-

sanan fungsi anggaran dan
memperhatikan agenda pen-
gelolaan keuangan daerah
yang ditetapkan dalam PP No-
mor 12 Tahun 2019, DPRD
baru melakukan penyusunan
dan penetapan pokok-pokok
pikiran DPRD tahun 2025 yang
akan menjadi bahan telahaan
dalam penyusunan RKPD Pro-
vinsi Sumatera Barat Tahun
2025. Sedangkan agenda pen-
gelolaan keuangan daerah lain-
nya, baru masuk pembahasan-
nya pada masa persidangan
ketiga Tahun 2023/2024.

Dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan, sesuai dengan
lingkup fungsi pengawasan,
DPRD melalui komisi-komisi
dan Bapemperda, telah me-
lakukan kegiatan terkait den-
gan pengawasan terhadap pel-
aksanaan Perda dan Peraturan
Gubernur yang menjadi per-
aturan pelaksana dari Perda
tersebut, pengawasan terhadap
pelaksanaan program dan keg-
iatan OPD yang telah dialokasi-
kan dalam APBD Provinsi Su-
matera Barat, baik dalam ben-
tuk rapat maupun kunjungan
kerja lapangan.

"Dari pengawasan tersebut,
cukup banyak cacatan dan re-
komendasi yang telah disam-
paikan kepada Pemerintah
Daerah dan OPD terkait se-
bagai bahan perbaikan dan
penyempurnaan dalam pelak-
sanaannya," tutup Supardi.*)

SERBANEKA

FOTO BERSAMA - Kepala Perwakilan Bl Sumbar, Endang Kurnia Saputra, foto bersama dengan para
pemenang, di Aula BI Sumbar, Senin (29/4). (hendri nova)

Bl Sumbar Gelar Road to

FESyar Sumatera 2024

Padang, Singgalang

Bank Indonesia (BI) Per-
wakilan Sumatera Barat
(Sumbar) menggelar acara
Road to Festival Ekonomi
Syariah (FESyar) Sumatera
2024 dan Pre event of Sum-
bar Creatif Fest 2024 Kan-
tor Perwakilan BI Sumbar,
bertempat di Aula BI Sum-
bar, Senin (29/4).

Menurut Kepala Perwa-
kilan BI Sumbar, Endang
Kurnia Saputra, acara ini
merupakan bagian dari
FESyar Sumatera yang akan
berlangsung di Kota Batam
Kepulauan Riau, pada Mei
2024 mendatang. FESyar
Sumatera merupakan wujud
upaya Bl bersama berbagai
pemangku kepentingan,
antara lain pemerintah dae-
rah dalam memperkuat awa
reness serta pengembangan
ekonomi dan keuangan sya
riah di wilayah Sumatera.

"Selain di wilayah Su-
matera, FESyar juga dise-
lenggarakan di wilayah lain
diIndonesia," katanya kepada
para wartawan, seusai acara.

Ta mengatakan, Indone-
sia merupakan negara de
ngan penduduk muslim
yang terbesar di dunia,
mencapai sekitar 87% dari
penduduk Indonesia. Ini
tentu menjadi peluang yang
besar, apabila dapat diman-
faatkan dengan baik, bagi
para pelaku usaha syariah
untuk mengembangkan dan
memperluas jangkauan usa-

hanya. "BI bersama berba
gai pemangku kepentingan
terkait, senantiasa mendo
rong optimalisasi potensi
ekonomi syariah di Indone-
sia,"” tambahnya.

BI mendukung berbagai
upaya dalam transformasi
ekonomi dan keuangan sya-
riah (Eksyar) nasional, se-
bagai salah satu sumber
pertumbuhan ekonomi ba-
ru. Transformasi Eksyar dila-
kukan, agar dapat berkon-
tribusi bagi perkembangan
dan pertumbuhan ekonomi
nasional.

"Ini adalah ajang tahunan
FESyar pada tahun 2024 di
berbagai wilayah Indonesia,
yaitu pertama di Kawasan
Sumatera yang bertempat di
Kota Batam - Kepulauan
Riau lalu kedua di Kawasan
Timur Indonesia (KTI) yang
dipusatkan di Sulawesi Teng
gara, dan terakhir di Ka
wasan Jawa yang dipusatkan
di Jawa Timur." ungkapnya.

Semua kegiatan FESyar
tersebut, puncaknya adalah
pada kegiatan Indonesia
Sharia Economic Festival
(ISEF) di Jakarta pada Okto
ber yang biasanya akan
dibuka oleh Presiden/Wakil
Presiden Republik Indone-
sia.

Pada kesempatan ini, juga
diumumkan para peme-
nang perlombaan dan busi-
ness matching pembiayaan
syariah. Lomba-lomba ter-
sebut yakni Lomba Pesan-

tren Unggulan, Lomba ZIS-
WAF Unggulan, Lomba Dak-
wah Eksyar Pesantren, Lom-
ba Konten Eksyar, lomba
desain/busana muslim (IN2
MF), Halal Chef Competition,
dan Lomba Wirausaha Mu
da Syariah.

Sementara Asisten II Bi-
dang Perekonomian dan
Pembangunan Sumbar, Arri
Yuswandi, mengatakan pe-
nerapan nilai ekonomi dan
keuangan syariah bisa dila-
kukan secara komprehensif.

Di samping itu pema
haman masyarakat luas ter-
hadap ekonomi dan keua-
ngan syariah, akan me-
ningkat bila disertai dengan
kegiatan edukasi, sosialisasi,
kolaborasi serta sinergitas.

"Dibarengi dengan pe-
manfaatan teknologi digital.
Kami berharap pelaksanaan
kegiatan literasi ekonomi
dan keuangan syariah ini,
juga mampu mendorong
bangkitnya pelaku usaha
ekonomi dan keuangan sya
riah di Sumbar," katanya.

Bank umum Syariah dan
unit usaha Syariah memer-
lukan adanya peningkatan
inovasi produk-produk jasa
keuangan yang bisa cepat
dipahami dan dimanfaatkan
oleh masyarakat luas. Terus
dikomunikasikan, sehingga
menjadi menjadikan eko-
nomi dan bahasanya yang
eksklusif menjadi bagian
dari kegiatan keseharian
masyarakat. (106)

Nurfirman Dorong Masyarakat
Kelola Sampah dengan Benar

Solok, Singgalang

Anggota DPRD Sumbar,
Nurfirmanwansyah meng-
gelar sosialisasi Perda Pe-
ngelolaan Sampah di Aula
RSUD M. Natsir Solok, baru-
baru ini.

Dengan adanya Perda ini,
Nurfirman menyampaikan
tak hanya berdampak untuk
kesehatan tapi pengelolaan
sampah diharapkan juga
berdampak untuk pening-
katan ekonomi.

Adapun dalam sosialisasi
Perda Nomor 8 Tahun 2018
ini, Nurfirman banyak me
nyampaikan sejumlah hal
terkait Perda maupun me
nerima masukan dari ratu
san warga yang hadir.

“Kegiatan ini selain sosia-
lisasi Perda sampah juga
sebagai ajang untuk mene-
rima masukan dari masya-
rakat terkait persoalan sam-
pah yang dihadapi saat ini,”
kata Nurfirman.

Dia berharap dengan diso
sialisasikannya Perda No

SOSIALISASI - Anggota DPRD Sumbar, Nurfirmanwansyah saat
sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah di Aula RSUD M. Natsir Solok,
baru-baru ini. (ist)

mor 8 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Sampah, tentu
akan dapat meningkatkan
kesehatan masyarakat, me-
ningkatkan kualitas lingku-
ngan, meningkatkan fasilitas
pengelolaan sampah serta
mampu menjadikan sampah
menjadi sumber daya.
"Pentingnya Perda pe-
ngelolaan sampah ini pen-
ting dipahami oleh masya-

rakat dengan harapan akan
berdampak pada ekonomi
masyarakat," katanya.
Selain itu, dia juga me-
ngatakan, dengan tata cara
pengolahan sampah yang
baik, diharapkan tidak saja
akan berdampak untuk pe-
ningkatan kesehatan ma-
syarakat namun juga akan
dapat meningkatkan kese
jahteraan masyarakat de

ngan cara pengolahan sam
pah untuk kepentingan ba
nyak hal.

”Jika sampah diolah de-
ngan cara yang baik, selain
akan membantu kesehatan
juga akan dapat mengha-
silkan nilai ekonomis untuk
masyarakat,” katanya.

Nurfirman juga mene-
kankan bagaimana penge-
lolaan sampah merupakan
keharusan bagi warga ma-
syarakat, karena bila sam-
pah tidak dikelola dengan
baik maka setiap orang per-
hari akan banyak membe
rikan tumpukan sampah.

"Maka itu kami mendo-
rong masyarakat untuk da-
pat mengolah sampah de-
ngan benar," ulasnya.

Kegiatan sosialisasi yang
dilaksanakan dua hari, yak-
niada Selasa dan Rabu (23-
24/4) itu diikuti sekitar 100
peserta. Selain itu juga hadir
pejabat dari Dinas Lingku
ngan Hidup Sumbar dan pe
jabat pemko setempat. (401)

RAJANYA PICK-UP!

BERAGAM BERKAH UNTUK
SAMPAIKAN MAAF LEBIH JAUH




